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This study aims to analyze the perceptions and experiences of the 
apparatus in Dahana Tabaloho Village regarding the compensation 

system and its implications on motivation and job satisfaction. A 
qualitative research method was used, employing in-depth 
interviews with seven informants, including the Village Head, 

Village Secretary, General and Administrative Affairs Officer, 
Planning Officer, Head of Government Section, Head of Hamlet, 

and Deputy Chairman of the Village Representative Council (BPD). 
The collected data were analyzed using the Miles and Huberman 
interactive analysis model. The results indicate that while the village 

apparatus holds a positive perception of the compensation system, 
challenges related to delayed disbursements and lack of 
transparency affect their motivation and job satisfaction. More 

efficient policy implementation, administrative training, and 
streamlining administrative procedures are recommended to 
improve motivation and job satisfaction. This study concludes that 

a fair and transparent compensation system has the potential to 
enhance village apparatus performance, but improvements are 

needed in the speed of disbursement and transparency. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan pengalaman aparat Desa Dahana Tabaloho terhadap sistem 

kompensasi serta implikasinya terhadap motivasi dan kepuasan kerja. Metode yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris 
Desa, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Dusun, dan Wakil Ketua BPD. Data 

yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa meskipun aparat desa memiliki persepsi positif terhadap sistem kompensasi, terdapat 
tantangan terkait keterlambatan pencairan dan kurangnya transparansi yang memengaruhi motivasi dan kepuasan 

kerja mereka. Implementasi kebijakan yang lebih efisien, pelatihan administratif, serta penyederhanaan prosedur 
administratif dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja aparat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

sistem kompensasi yang adil dan transparan berpotensi meningkatkan kinerja aparat desa, namun perlu adanya 
perbaikan dalam hal kecepatan pencairan dan transparansi. 

Kata kunci: aparat desa, Dahana Tabaloho, kepuasan kerja, kompensasi, motivasi kerja, pengalaman, persepsi 

 

Pendahuluan 
Sumber daya manusia memainkan peran 

yang sangat penting dalam kesuksesan organisasi, 

karena karyawan adalah individu yang memiliki 

kebutuhan, harapan, dan kontribusi signifikan 

terhadap prestasi kerja, loyalitas, serta kecintaan 

terhadap tugas mereka. Dalam konteks ini, 

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias 

Utara dibentuk untuk menangani kebutuhan yang 

mendesak dalam perlindungan dan pengelolaan 

https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=Pn9J_koAAAAJ
https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=LZgTzVYAAAAJ
https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=dtiae-QAAAAJ
mailto:yentianizebua@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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lingkungan hidup, mengingat perkembangan 

industri, pertanian, serta pariwisata yang 

meningkat di daerah tersebut. Tantangan 

lingkungan spesifik, seperti pengelolaan limbah 

rumah tangga dan limbah dari kantor maupun 

sekolah, telah menjadi fokus utama lembaga ini. 

Kantor Dinas Lingkungan Hidup juga 

bertujuan untuk memberdayakan pekerja 

pengumpul sampah melalui pelatihan dan 

bantuan teknis guna meningkatkan keterampilan 

mereka dalam pengelolaan sampah. Institusi ini 

berkomitmen untuk mengembangkan praktik 

berkelanjutan, seperti promosi daur ulang, 

pengurangan limbah, dan pengelolaan sampah 

organik, dengan tujuan mengurangi dampak 

lingkungan yang merugikan. 

Pekerja pengumpul sampah memegang 

peran krusial dalam menjaga kebersihan dan 

kesehatan masyarakat. Tugas mereka sering kali 

dipandang sebelah mata, meski memiliki risiko 

tinggi dan kondisi kerja yang menantang. Oleh 

karena itu, penting untuk memahami bagaimana 

kebijakan kompensasi dan kondisi kerja 

memengaruhi kinerja dan kehadiran mereka. 

Menurut Dessler (2020) dan Sedarmayanti 

(2019), kompensasi yang adil dan memadai 

adalah elemen penting yang tidak hanya 

memberikan pengakuan tetapi juga memotivasi 

pekerja dalam menjalankan tugas. Gerhart & 

Rynes (2003) menekankan bahwa kebijakan 

kompensasi yang tepat dapat meningkatkan 

motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas 

karyawan. Kondisi kerja juga memainkan peran 

signifikan dalam menentukan kinerja, seperti 

yang diungkapkan oleh Jones & George (2020), 

yang menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang 

aman dan nyaman dapat menurunkan tingkat 

absensi dan meningkatkan produktivitas. 

Herzberg (dalam Jambak et al., 2023) 

dalam teorinya menguraikan pentingnya faktor 

motivasi (seperti pengakuan dan pencapaian) 

serta faktor higienis (seperti kondisi kerja) dalam 

memengaruhi motivasi kerja. Selain itu, 

penelitian Gomez-Mejia et al. (2014) menyatakan 

bahwa kebijakan kesejahteraan yang mencakup 

kompensasi yang adil dan kondisi kerja yang baik 

dapat secara signifikan memengaruhi kinerja dan 

kehadiran pekerja. 

Penelitian ini memberikan wawasan 

tentang pengaruh kebijakan kompensasi dan 

kondisi kerja terhadap pekerja pengumpul 

sampah, yang sering kali diabaikan. Dengan 

memahami dampak langsung dari faktor-faktor 

ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan 

efektif. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah 

untuk pemangku kepentingan di sektor 

pengelolaan limbah, guna merumuskan strategi 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja 

serta efisiensi operasional dalam pengelolaan 

sampah di Kabupaten Nias Utara. 

 

Kajian Pustaka 
Kompensasi 

Kompensasi dalam konteks manajemen 

sumber daya manusia merujuk pada balas jasa 

yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan 

atas kontribusi mereka terhadap organisasi. 

Menurut Hamali (2023), kompensasi mencakup 

penghargaan atas pengorbanan waktu, tenaga, 

dan pikiran yang diberikan karyawan. Handoko 

(2017) menjelaskan bahwa kompensasi adalah 

seluruh imbalan yang diterima pekerja, baik 

dalam bentuk finansial maupun nonfinansial. 

Simamora (2019) menambahkan bahwa 

kompensasi meliputi imbalan finansial, 

tunjangan, dan manfaat nirwujud yang 

mendukung hubungan kerja. Kompensasi yang 

dikelola dengan baik berperan penting dalam 

membantu organisasi mencapai tujuannya serta 

menjaga tenaga kerja yang produktif. 

Kompensasi terdiri dari beberapa jenis: 

kompensasi langsung (seperti gaji dan upah 

tetap), kompensasi tidak langsung (seperti 

tunjangan kesehatan dan asuransi), dan insentif 

(seperti bonus yang diberikan untuk 

meningkatkan produktivitas) (Nanawi dalam 

Priansa, 2018). Sinambela (2016) menjelaskan 

fungsi kompensasi, yang meliputi pengalokasian 

potensi manusia secara efisien, memotivasi 

keseimbangan ekonomi, serta mempertahankan 

tenaga kerja berkualifikasi tinggi. 

Kompensasi memiliki pengaruh langsung 

terhadap kinerja dan kehadiran pegawai. Wahyuni 

(2018) menyatakan bahwa kompensasi 

memengaruhi kualitas dan kuantitas hasil kerja 

karyawan, serta mendorong peningkatan 

produktivitas. Insentif berbasis kinerja, seperti 

bonus, dapat meningkatkan motivasi kerja 

karyawan. Selain itu, pemberian penghargaan 

atas kehadiran yang baik dapat mendorong 

pekerja untuk hadir secara konsisten. Sebaliknya, 

kompensasi yang tidak memadai dapat 

mengakibatkan rendahnya motivasi dan 

meningkatnya tingkat absensi. 
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Kondisi Kerja 
Kondisi kerja mencakup lingkungan fisik, 

psikologis, sosial, dan organisasi tempat 

karyawan bekerja (ILO, 2021). Anitha (2014) 

menjelaskan bahwa kondisi kerja melibatkan 

keamanan fisik, lingkungan yang mendukung, 

jam kerja yang wajar, serta faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap kesejahteraan dan 

produktivitas. Lingkungan kerja yang buruk, 

seperti kebisingan, kurangnya sirkulasi udara, 

atau kondisi yang tidak bersih, dapat menurunkan 

kenyamanan dan produktivitas karyawan 

(Wibisono, 2007). 

Dimensi kondisi kerja mencakup tantangan 

pekerjaan, kebebasan mengambil keputusan, 

tingkat kepercayaan, dan kesempatan untuk 

berinovasi (Isaken dalam Suswati, 2002). Faktor-

faktor yang mempengaruhi kondisi kerja meliputi 

aspek fisik, seperti penerangan dan suhu ruangan; 

aspek psikologis, seperti stres kerja; dan kondisi 

temporer, seperti jadwal shift kerja 

(Mangkunegara, 2017). Robbins & Judge (2023) 

menekankan bahwa lingkungan kerja yang aman 

dan kondusif dapat meningkatkan kinerja dan 

kehadiran karyawan. Karyawan yang merasa 

didukung cenderung lebih produktif dan hadir 

secara konsisten. 

 

Kinerja 
Kinerja didefinisikan sebagai pencapaian 

tugas yang diberikan sesuai dengan tanggung 

jawab yang dimiliki (Sinambela, 2016). Prasetyo 

& Marlina (2019) menambahkan bahwa kinerja 

adalah tingkat kesuksesan dalam menjalankan 

tugas yang berpengaruh terhadap pencapaian misi 

organisasi. Beberapa indikator kinerja, menurut 

Nisa et al. (2019), meliputi kuantitas, kualitas, 

ketepatan waktu, efektivitas, dan kehadiran. 

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

mencakup efektivitas, efisiensi, otoritas, disiplin, 

dan inisiatif (Riniwati, 2016). Kinerja pekerja 

pengumpul sampah dipengaruhi oleh aspek 

produktivitas, kualitas pekerjaan, keandalan, dan 

keselamatan. Damanhuri & Padmi (2004) 

menyatakan bahwa pekerja pengumpul sampah 

bertanggung jawab mengumpulkan sampah dari 

sumber-sumber yang telah ditentukan, sementara 

Bello et al. (2016) menyoroti kendala yang 

mereka hadapi, seperti keterbatasan staf dan 

kendaraan pengumpul. 

 

Kehadiran 
Kehadiran pekerja merujuk pada 

konsistensi dan ketersediaan mereka di tempat 

kerja. Kehadiran yang baik penting untuk 

menjaga operasional perusahaan dan memastikan 

produktivitas tinggi (Fitrianto, 2007). Smith et al. 

(2019) menunjukkan bahwa organisasi dengan 

tingkat kehadiran karyawan yang tinggi memiliki 

produktivitas lebih baik. Kehadiran yang 

konsisten memfasilitasi koordinasi dan 

kolaborasi tim yang efektif, meningkatkan 

efisiensi organisasi. Tyagi et al. (2022) 

menemukan bahwa kehadiran yang baik dalam 

tim mendorong sinergi dan produktivitas kerja 

kolektif. 

Kehadiran tidak hanya memengaruhi 

produktivitas individu tetapi juga dinamika tim. 

Ketidakhadiran yang tinggi dapat mengganggu 

alur kerja, sedangkan kehadiran yang konsisten 

membantu memastikan bahwa sumber daya 

digunakan secara optimal dan target tercapai tepat 

waktu (Johnson, 2021). 

 

Metode 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk memahami persepsi, pengalaman, 

dan implikasi sistem kompensasi terhadap 

motivasi dan kepuasan kerja aparat Desa Dahana 

Tabaloho. Pendekatan kualitatif dipilih karena 

memberikan ruang yang lebih luas untuk 

mengeksplorasi pengalaman subjek secara 

mendalam dan menggali makna dari fenomena 

yang diteliti (Creswell & Creswell, 2022; Lase et 

al., 2022; Moleong, 2017). 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri 

dari informan kunci yang dipilih melalui teknik 

purposive sampling. Teknik ini dipilih karena 

memungkinkan peneliti untuk memilih informan 

yang dianggap memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang relevan dengan topik penelitian 

(Patton, 2015). Jumlah informan yang dilibatkan 

dalam penelitian ini sebanyak 7 orang, yang 

terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur 

Umum dan Tata Usaha, Kaur Perencanaan, 

Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Dusun, dan 

Wakil Ketua BPD. Informan-informan ini 

mewakili berbagai tingkatan dan jabatan dalam 

struktur pemerintahan desa yang terlibat langsung 

dalam pengelolaan kompensasi dan proses 

administrasi terkait. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara mendalam (in-depth interview), yang 

merupakan teknik yang umum digunakan dalam 
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penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang 

kaya dan mendalam. Wawancara ini dilakukan 

secara langsung dengan informan untuk menggali 

persepsi mereka tentang sistem kompensasi yang 

diterapkan, pengalaman mereka dalam mengelola 

kompensasi, serta pengaruhnya terhadap motivasi 

dan kepuasan kerja. Pertanyaan wawancara 

disusun secara terbuka dan fleksibel, agar 

informan dapat mengungkapkan pandangannya 

secara bebas dan komprehensif (Bernard, 2017; 

Brinkmann & Kvale, 2015). 

Data yang diperoleh melalui wawancara 

dianalisis menggunakan model analisis interaktif 

Miles dan Huberman (Miles et al., 2014) (1994), 

yang terdiri dari tiga tahap utama. Tahap pertama 

adalah pengumpulan data, di mana peneliti 

melakukan wawancara dengan informan, 

mencatat transkrip wawancara, dan 

mengorganisasi data yang terkumpul. Pada tahap 

ini, peneliti memastikan bahwa semua informasi 

yang relevan tercatat dengan baik untuk 

mempermudah proses analisis selanjutnya. Tahap 

kedua adalah pengkodean (coding), di mana data 

yang terkumpul kemudian diorganisir dengan 

memberikan kode pada kategori-kategori tertentu 

yang muncul selama wawancara, seperti persepsi 

terhadap kompensasi, pengalaman dalam 

menerima kompensasi, pengaruh kompensasi 

terhadap motivasi, dan dampaknya terhadap 

kepuasan kerja. Kode-kode ini membantu peneliti 

untuk memetakan data sesuai dengan tema atau 

isu yang relevan. Tahap terakhir adalah penarikan 

kesimpulan, di mana peneliti menganalisis pola-

pola yang muncul dari kode-kode yang telah 

dibuat. Berdasarkan pola tersebut, peneliti dapat 

menarik kesimpulan mengenai persepsi dan 

pengalaman aparat desa terhadap sistem 

kompensasi serta implikasinya terhadap motivasi 

dan kepuasan kerja aparat desa Dahana Tabaloho. 

Dengan pendekatan ini, penelitian 

bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam tentang bagaimana sistem 

kompensasi diterima, dikelola, dan memberikan 

dampak pada motivasi serta kepuasan kerja aparat 

desa Dahana Tabaloho. 

 

Hasil/Temuan Penelitian 
Persepsi Aparat Desa Dahana Tabaloho 
terhadap Sistem Kompensasi Saat Ini 

Penilaian Aparat Desa Tabaloho terhadap sistem 
kompensasi saat ini 

Sistem kompensasi masih perlu banyak 

perbaikan, terutama dalam hal ketepatan waktu 

pencairan gaji. Masalah utama adalah 

pengelolaan administrasi yang tidak efisien 

karena kurangnya pemahaman dan kemampuan 

dalam manajemen sumber daya manusia 

[Resp#1]. Meskipun gaji sudah sesuai peraturan, 

sering terjadi keterlambatan dalam pencairan. 

Harapan ada agar pemerintah daerah dapat 

mempercepat proses dan mempertimbangkan 

kenaikan kompensasi sesuai dengan beban kerja 

[Resp#2]. 

Sistem kompensasi belum berjalan optimal, 

terutama karena keterlambatan pembayaran gaji. 

Proses administrasi yang lambat dan kesalahan 

pengurusan dokumen menjadi penyebab utama 

[Resp#3]. Sistem kompensasi cukup baik karena 

gaji kini diberikan berdasarkan kinerja, berbeda 

dengan sebelumnya yang tidak 

mempertimbangkan hasil kerja [Resp#4]. 

Meskipun sistem kompensasi baik, proses 

pengajuan yang rumit dan banyaknya dokumen 

menyebabkan keterlambatan pencairan gaji 

[Resp#5]. 

Kompensasi sudah cukup baik jika 

dibayarkan tepat waktu. Namun, keterlambatan 

pembayaran mengakibatkan keresahan, terutama 

karena aparat desa harus melayani masyarakat di 

garis depan [Resp#6]. Sistem kompensasi masih 

kurang memadai. Pencairan gaji yang rutin setiap 

bulan sangat diperlukan, khususnya untuk 

memenuhi kebutuhan finansial, terutama bagi 

yang sudah berkeluarga [Resp#7]. 

 

Tabel 1. Persepsi Aparat Desa Terhadap 

Sistem Kompensasi 

Aspek Temuan Utama 

Ketepatan 

Waktu 

Pencairan 

Keterlambatan menjadi 

masalah utama, 

menciptakan keresahan. 

Transparansi Proses administrasi yang 

rumit, kurangnya 

informasi jelas. 

Kesesuaian 

dengan Beban 

Kerja 

Kompensasi dianggap 

belum sepenuhnya 

mencerminkan tanggung 

jawab. 
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Kesesuaian Kompensasi dengan Tanggung Jawab 
dan Beban Pekerjaan 

Terdapat ketidakseimbangan dalam sistem 

kompensasi. Sebagai Kepala Desa, tanggung 

jawab yang diemban sangat besar, seperti 

mengatur pemerintahan desa, kesejahteraan 

masyarakat, dan stabilitas pembangunan 

[Resp#1]. Kompensasi yang diterima untuk posisi 

ini sudah sesuai [Resp#2]. Kompensasi yang 

diterima belum sepenuhnya sebanding dengan 

tanggung jawab dan pekerjaan yang diemban, 

terutama karena kendala dalam pengelolaan 

dokumen yang menyebabkan keterlambatan 

pencairan gaji [Resp#3]. Kompensasi belum 

sesuai dengan beban kerja yang besar, terutama 

karena keterlambatan pencairan gaji yang 

menambah rasa lelah dalam pekerjaan 

perencanaan desa [Resp#4]. 

Kompensasi seharusnya lebih baik, 

mengingat tanggung jawab besar dalam 

pelayanan masyarakat dan koordinasi antar 

lembaga, namun keterlambatan pencairan gaji 

membuatnya terasa kurang maksimal [Resp#5]. 

Kompensasi cukup jika diberikan tepat waktu, 

namun keterlambatan pembayaran membuat upah 

terasa tidak sebanding dengan usaha yang 

dikeluarkan dalam melayani masyarakat [Resp#6]. 

Kompensasi belum sepenuhnya mencerminkan 

tanggung jawab dan pekerjaan yang dilakukan, 

terutama karena keterlambatan pencairan gaji. 

Sistem ini perlu ditingkatkan [Resp#7]. 

 

Perbaikan yang Dibutuhkan dalam Sistem 
Kompensasi di Desa Dahana Tabaloho 

Perbaikan mendesak dalam sistem 

kompensasi adalah manajemen administrasi, 

terutama terkait dokumen pencairan gaji. Proses 

pengurusan berkas yang sulit dan panjang 

membuat aparat desa bekerja keras, dan dana desa 

dari pusat harus diselesaikan terlebih dahulu. 

Pelatihan pengelolaan dokumen serta perbaikan 

komunikasi dan koordinasi antar pihak terlibat 

perlu dilakukan agar proses pencairan gaji tepat 

waktu. Kenaikan gaji juga diharapkan [Resp#1].  

Pengajuan pencairan gaji sebaiknya tidak 

menunggu realisasi dana desa, sehingga gaji bisa 

diajukan setiap bulan [Resp#2]. Penting untuk 

memperbaiki sistem pencairan gaji agar lebih 

tepat waktu dan melakukan evaluasi beban kerja 

aparat desa. Pembagian kompensasi harus 

disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing [Resp#3]. 

Perbaikan manajemen administrasi terkait 

pencairan gaji sangat mendesak, karena masalah 

dokumen sering menjadi hambatan yang 

menyebabkan keterlambatan [Resp#4]. Proses 

pengajuan anggaran dana desa harus lebih 

sederhana agar pencairan gaji dapat dilakukan 

lebih cepat dan mudah [Resp#5]. Perbaikan utama 

adalah memastikan pembayaran gaji tepat waktu, 

karena hal ini memengaruhi kesejahteraan aparat 

desa [Resp#6]. Sistem administrasi harus 

disederhanakan agar keterlambatan pembayaran 

gaji tidak terjadi lagi. Evaluasi ulang terhadap 

struktur kompensasi juga diperlukan untuk 

menyesuaikan dengan beban kerja. Selain itu, 

kesejahteraan LSM yang turut berpartisipasi 

dalam pembangunan desa juga perlu diperhatikan 

[Resp#7].  

 

Tantangan dalam Mengelola Sistem Kompensasi 
di Desa Dahana Tabaloho 

Tantangan utama dalam mengelola sistem 

kompensasi bagi aparat Desa Dahana Tabaloho 

adalah kurangnya kapasitas dan pengetahuan 

manajemen sumber daya manusia, khususnya 

dalam pengelolaan dokumen yang berkaitan 

dengan pencairan gaji. Proses pengajuan gaji 

memerlukan sejumlah dokumen yang harus 

dipersiapkan dan diurus dengan cermat. Jika ada 

kekurangan dalam pengelolaan dokumen ini, 

seringkali berdampak pada keterlambatan 

pencairan gaji. Selain itu, kompleksitas dalam 

mengikuti aturan administrasi yang ditetapkan 

oleh pemerintah pusat dan daerah juga menambah 

tantangan. Kami harus memastikan semua 

prosedur dan syarat administratif terpenuhi 

dengan benar sebelum gaji bisa dicairkan 

[Resp#1]. 

Pertama, tantangan yang dihadapi adalah 

kelengkapan dokumen. Ada banyak tahapan atau 

musyawarah yang harus dilalui agar semua 

dokumen dapat diselesaikan, termasuk dokumen 

RKPDes, APBDes, BPJ sebelumnya, dan 

dokumen pengajuan [Resp#2]. Kami mengalami 

kendala dalam hal administrasi yang berkaitan 

dengan berkas-berkas yang digunakan untuk 

pengajuan pencairan kompensasi [Resp#3]. 

Pengurusan surat dan dokumen yang berkaitan 

dengan pencairan dana sangatlah banyak, 

sehingga kami harus berusaha keras untuk 

menyelesaikan semua berkas yang diwajibkan 

[Resp#4]. Tantangan yang kami hadapi berkaitan 

dengan proses pemberkasan, yang nantinya akan 
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digunakan untuk mengajukan pencairan ke 

tingkat yang lebih tinggi [Resp#5]. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, 

sistem kompensasi bagi aparat Desa Dahana 

Tabaloho masih memerlukan banyak perbaikan, 

terutama dalam ketepatan waktu pencairan gaji. 

Keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh 

administrasi yang tidak efisien menimbulkan 

keresahan, meskipun besaran gaji dianggap sudah 

sesuai dengan peraturan. Para aparat menilai ada 

ketidakseimbangan antara tanggung jawab besar 

yang mereka emban dan kompensasi yang 

diterima, apalagi jika mempertimbangkan proses 

administrasi yang rumit dan berbelit. Perbaikan 

mendesak diperlukan, seperti penyederhanaan 

pengurusan dokumen, pelatihan manajemen 

administrasi, dan percepatan proses pencairan. 

Tantangan utama yang dihadapi adalah 

kurangnya kapasitas dalam pengelolaan dokumen 

dan keharusan memenuhi berbagai persyaratan 

administratif yang sering kali memperlambat 

proses pembayaran. 

 

Pengalaman Aparat Desa Dahana Tabaloho 
dalam Menerima dan Mengelola Kompensasi 

Pengalaman dalam Menyusun Kebijakan 
Kompensasi untuk Aparat Desa 

Kebijakan kompensasi untuk aparat desa 

harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh 

walikota, termasuk jumlah yang sesuai dengan 

aturan tersebut. Tujuan utama adalah memastikan 

aparat desa mendapatkan hak mereka secara adil 

dan tepat waktu, namun tantangan administrasi 

sering memperlambat pencairan gaji. 

Keterbatasan sumber daya manusia yang 

memahami prosedur ini sering membuat 

kebijakan tidak berjalan optimal, meskipun kami 

terus berupaya memperbaikinya [Resp#1].  

Proses menyusun kebijakan kompensasi 

melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap beban 

kerja aparat desa dan koordinasi dengan pihak 

terkait, seperti pemerintah daerah dan BPD. Kami 

juga melibatkan aparat desa dalam diskusi untuk 

memastikan kebijakan yang adil dan transparan, 

meskipun proses ini memerlukan waktu dan 

upaya [Resp#2]. Saya bertanggung jawab 

memastikan administrasi berjalan lancar dan 

menyosialisasikan kebijakan kepada seluruh 

aparat desa, serta mengatur komunikasi agar 

kebijakan diterima dengan baik [Resp#3]. Saya 

melaksanakan perencanaan yang matang agar 

kebijakan kompensasi memenuhi kebutuhan dan 

harapan aparat desa [Resp#4]. Saya terlibat dalam 

mendampingi Kepala Desa serta berkoordinasi 

dengan pihak lain untuk memahami kebutuhan 

kompensasi [Resp#5]. 

 

Apakah Proses Penerimaan Kompensasi Sudah 
Transparan? 

Proses penerimaan kompensasi di Desa 

Dahana Tabaloho melalui beberapa tahapan 

administrasi. Dokumen-dokumen seperti laporan 

kehadiran dan kinerja diajukan ke dinas terkait, 

kemudian permohonan pencairan diajukan ke 

instansi keuangan daerah. Meskipun sudah sesuai 

aturan, keterlambatan sering terjadi karena 

ketidaklengkapan dokumen atau hambatan 

administrasi lainnya [Resp#1]. Proses dimulai 

dengan pengajuan anggaran kompensasi oleh 

perangkat desa dan persetujuan BPD, kemudian 

dana dicairkan melalui sistem administrasi desa. 

Namun, proses ini belum sepenuhnya transparan 

karena keterlambatan dan kurangnya informasi 

yang jelas mengenai status dan jadwal pencairan 

[Resp#2]. 

Penerimaan kompensasi melalui pengajuan 

dokumen ke pemerintah desa dan diteruskan ke 

kecamatan untuk pencairan. Namun, proses ini 

memakan waktu lama dan kami tidak selalu tahu 

kapan gaji akan cair. Kurangnya informasi 

mengenai keterlambatan juga menambah 

kebingungan [Resp#3]. Proses penerimaan 

kompensasi cukup administratif, dengan 

dokumen diajukan ke berbagai pihak, namun 

kami sering tidak mendapatkan informasi jelas 

mengenai status pencairan gaji. Hal ini membuat 

proses terasa kurang transparan, terutama terkait 

keterlambatan yang tidak dijelaskan dengan 

memadai [Resp#4]. Pengajuan dokumen dari desa 

ke tingkat yang lebih tinggi sering kali tidak 

memberi kepastian kapan gaji akan dicairkan, 

menyebabkan ketidakpastian dan 

ketidaknyamanan. Banyak yang perlu diperbaiki 

dalam hal transparansi, terutama dalam 

memberikan informasi terkait kendala 

keterlambatan [Resp#5]. 

 

Masalah Keterlambatan dalam Proses 
Penerimaan dan Pengelolaan Kompensasi 
serta Cara Mengatasinya 

Kami sering mengalami keterlambatan 

dalam penerimaan dan pengelolaan kompensasi 

bagi aparat desa. Kendala utama adalah 

ketidaklengkapan dokumen administrasi yang 

dibutuhkan untuk pencairan gaji, serta koordinasi 
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yang tidak selalu lancar dengan instansi terkait. 

Untuk mengatasinya, kami memberikan pelatihan 

pengelolaan dokumen kepada aparat, 

memperkuat koordinasi dengan dinas keuangan, 

dan menyederhanakan prosedur administrasi 

dengan memanfaatkan teknologi [Resp#1]. 

Saya sering mengalami keterlambatan 

dalam proses penerimaan dan pengelolaan 

kompensasi, terutama disebabkan oleh masalah 

anggaran dan proses administrasi internal desa. 

Kami meningkatkan komunikasi dengan pihak 

terkait untuk mendapatkan informasi yang jelas, 

memperbaiki administrasi internal, dan 

memanfaatkan sistem pelaporan yang lebih 

efisien [Resp#2]. Saya mengalami keterlambatan 

menerima gaji, dan untuk mengatasinya, saya 

berkomunikasi langsung dengan pihak yang 

bertanggung jawab agar proses pembayaran dapat 

dipercepat. Saya juga mengorganisasi keluhan 

secara kolektif dengan anggota lain untuk 

mendapat perhatian lebih besar [Resp#3]. 

Beberapa kali saya mengalami 

keterlambatan pembayaran gaji, terutama di awal 

tahun anggaran karena kendala pengajuan 

dokumen. Untuk mengatasinya, saya menyusun 

anggaran sementara agar kebutuhan sehari-hari 

tetap terpenuhi [Resp#4]. Keterlambatan dalam 

menerima kompensasi membuat saya tetap fokus 

pada tugas, menjaga komunikasi dengan rekan-

rekan, dan mengadakan pertemuan rutin untuk 

berbagi informasi dan mencari solusi terbaik 

[Resp#5]. 

Keterlambatan gaji sering terjadi, dan 

ketika itu terjadi, saya berusaha tetap sabar, 

mencari cara untuk memenuhi kebutuhan, serta 

aktif dalam diskusi desa untuk mengangkat 

masalah ini. Saya juga memberi informasi kepada 

masyarakat agar mereka memahami situasi 

[Resp#6]. Keterlambatan penerimaan gaji sangat 

berdampak, dan untuk mengatasinya, saya 

berkoordinasi dengan anggota BPD lainnya dan 

bersama-sama menyampaikan keluhan kepada 

pemerintah desa [Resp#7]. 

 

Tabel 2. Pengalaman Aparat Desa 

Aspek Pengalaman 

Proses 

Administrasi 

Proses panjang dan 

kompleks sering 

memperlambat pencairan 

gaji. 

Pengelolaan 

Gaji 

Harus berhemat dan 

mencari alternatif 

penghasilan tambahan. 

Cara Mengelola Kompensasi yang Diterima 
dalam Kehidupan Sehari-hari 

Dalam kehidupan sehari-hari, saya 

mengelola kompensasi yang diterima secara 

terencana dan disiplin. Saya menyusun anggaran 

pribadi untuk kebutuhan dasar seperti pangan, 

transportasi, dan tagihan rutin. Namun, sering ada 

biaya tak terduga, terutama karena posisi saya 

sebagai Kepala Desa yang mengharuskan saya 

menghadiri berbagai acara. Dengan gaji yang 

belum sebanding dengan tanggung jawab dan 

sering terlambat diterima, ini menjadi tantangan 

besar [Resp#1]. Saya mengelola kompensasi 

dengan membuat anggaran terencana untuk 

kebutuhan sehari-hari. Prioritas saya adalah 

membayar kebutuhan pokok seperti makanan, 

kemudian menyisihkan dana untuk tabungan dan 

keperluan mendesak. Saya juga rutin memantau 

pengeluaran dan pendapatan agar pengelolaan 

keuangan tetap efektif [Resp#2]. 

Mengelola kompensasi dengan bijak, 

terutama di tengah keterlambatan pembayaran 

gaji. Saya lebih cermat dalam merencanakan 

pengeluaran, mengutamakan kebutuhan pokok, 

dan menunda beberapa rencana lainnya. Saya 

juga mencari alternatif penghasilan tambahan 

agar tidak terlalu bergantung pada gaji [Resp#3]. 

Menyadari bahwa keterlambatan pembayaran 

gaji adalah masalah yang sering terjadi, saya 

mengelola kompensasi dengan memprioritaskan 

kebutuhan mendesak dan menyisihkan sebagian 

dana untuk tabungan. Saya juga terlibat dalam 

usaha kecil-kecilan untuk menutupi kekurangan 

akibat pembayaran gaji yang tidak tepat waktu 

[Resp#4]. 

Menghadapi keterlambatan pembayaran 

gaji, saya terpaksa harus berhemat, bahkan 

kadang harus berutang di warung atau meminjam 

uang yang kemudian saya lunasi setelah gajian. 

Saya juga berkomunikasi dengan keluarga agar 

mereka memahami situasi ini [Resp#5]. 

Keterlambatan gaji sering membuat saya merasa 

tertekan, tetapi saya berusaha untuk tidak 

membebani keluarga. Saya mengelola 

kompensasi dengan membuat anggaran 

sederhana, mengutamakan kebutuhan pokok, dan 

mencari solusi alternatif saat gaji terlambat. Ini 

memang tidak mudah, tetapi kami harus tetap 

bertahan [Resp#6]. 

Sebagai anggota BPD, keterlambatan gaji 

berdampak besar pada pekerjaan kami. Saya 

mengelola kompensasi dengan cara menghemat 

dan merencanakan anggaran bulanan dengan 
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baik. Saya sering memberikan masukan kepada 

pihak desa untuk memperbaiki pengelolaan 

keuangan di masa depan agar kami tidak 

mengalami masalah ini lagi [Resp#7]. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, 

pengalaman aparat Desa Dahana Tabaloho dalam 

menerima dan mengelola kompensasi 

menunjukkan tantangan yang signifikan. Proses 

penyusunan kebijakan kompensasi mengikuti 

aturan pemerintah kota dan memerlukan 

koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak. 

Meskipun evaluasi beban kerja dan komunikasi 

dengan aparat desa dilakukan untuk mencapai 

keadilan dan transparansi, keterlambatan 

pencairan tetap menjadi kendala utama, sering 

kali disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen 

dan hambatan administrasi. Transparansi dalam 

proses penerimaan kompensasi dinilai masih 

kurang, dengan aparat desa sering merasa 

bingung tentang status dan jadwal pencairan gaji. 

Untuk mengatasi masalah keterlambatan, 

berbagai solusi diterapkan, seperti pelatihan 

administrasi, komunikasi langsung dengan pihak 

terkait, dan penyederhanaan proses administrasi. 

Dalam kehidupan sehari-hari, aparat desa harus 

mengelola kompensasi dengan perencanaan 

keuangan yang ketat, memprioritaskan kebutuhan 

dasar, dan mencari alternatif penghasilan atau 

berhemat untuk mengatasi keterlambatan 

pembayaran. 

 

Pengaruh Sistem Kompensasi terhadap 
Motivasi Kerja Aparat Desa Dahana Tabaloho 
Pengaruh Sistem Kompensasi Saat Ini terhadap 
Motivasi Kerja Aparat Desa 

Sistem kompensasi saat ini tidak memacu 

semangat kerja karena pencairan gaji yang lama 

dan jumlah yang pas-pasan. Jika kompensasi 

diberikan tepat waktu dan sesuai standar, aparat 

desa akan merasa lebih dihargai dan termotivasi 

untuk melaksanakan tugas dengan baik [Resp#1]. 

Sistem kompensasi yang lambat sangat 

memengaruhi motivasi kerja aparat desa. 

Menunggu hingga tujuh bulan untuk gaji sangat 

melelahkan, sehingga aparat sering tidak hadir di 

kantor. Sebaliknya, jika kompensasi diterima 

tepat waktu, semangat kerja akan meningkat 

[Resp#2]. 

Kompensasi yang diterima sangat 

memengaruhi semangat dan motivasi kerja saya. 

Gaji tepat waktu membuat saya merasa dihargai 

dan lebih termotivasi, tetapi keterlambatan 

menimbulkan kekecewaan yang mengurangi 

produktivitas [Resp#3]. Kompensasi yang 

diberikan tepat waktu sangat penting untuk 

menjaga semangat kerja. Ketika gaji diterima 

tepat waktu, saya lebih bersemangat dan 

berkomitmen dalam merencanakan program desa. 

Sebaliknya, keterlambatan membuat saya merasa 

tidak dihargai dan kehilangan motivasi [Resp#4]. 

Kompensasi yang diterima sangat memengaruhi 

cara saya bekerja. Ketika gaji rutin, semangat 

saya meningkat karena usaha yang saya lakukan 

terasa sepadan. Namun, jika gaji terlambat, saya 

merasa frustrasi, yang memengaruhi kinerja saya 

[Resp#5]. 

Kompensasi berpengaruh besar terhadap 

motivasi kerja saya. Gaji yang sesuai harapan dan 

tepat waktu membuat saya merasa dihargai dan 

bersemangat melayani masyarakat. Sebaliknya, 

keterlambatan membuat saya kehilangan 

semangat [Resp#6]. Kompensasi di BPD sangat 

memengaruhi motivasi kerja. Gaji yang tepat 

waktu meningkatkan komitmen kami dalam 

menjalankan fungsi, meskipun kami tetap 

berusaha fokus meski dampak keterlambatan 

tidak bisa diabaikan [Resp#7]. 

 

Langkah yang Perlu Dilakukan untuk 
Meningkatkan Motivasi Kerja Aparat Desa 
melalui Sistem Kompensasi 

Pertama, perlu memastikan bahwa 

pencairan gaji dan insentif dilakukan tepat waktu, 

karena keterlambatan pembayaran dapat 

berdampak negatif pada semangat kerja. Selain 

itu, sistem kompensasi harus lebih transparan 

agar semua aparat desa memahami perhitungan 

gaji dan insentif. Evaluasi berkala terhadap 

besaran gaji dan insentif juga penting agar sesuai 

dengan beban kerja dan tanggung jawab. 

Memberikan penghargaan atau bonus berbasis 

kinerja bisa menjadi bentuk apresiasi tambahan 

[Resp#1]. Langkah-langkah penting untuk 

meningkatkan motivasi kerja meliputi 

memastikan ketepatan waktu pencairan 

kompensasi dan melakukan evaluasi serta 

penyesuaian berkala terhadap besaran 

kompensasi agar sesuai dengan beban kerja. 

Melibatkan aparat desa dalam proses 

perencanaan dan evaluasi kompensasi juga dapat 

menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan 

kepuasan [Resp#2]. 

Sistem kompensasi perlu diperbaiki dengan 

memastikan pembayaran gaji dilakukan tepat 

waktu dan memberikan tunjangan tambahan 

berdasarkan kinerja atau kontribusi nyata dalam 



Yentiani Zebua, Delipiter Lase, Eliagus Telaumbanua, Sukaaro Waruwu DOI: 10.62138/management.v1i4.xx 

 

Management Perspective 2024, 1(4): 215-231  223 

pembangunan desa. Evaluasi berkala untuk 

menilai apakah kompensasi sesuai dengan beban 

kerja juga sangat penting [Resp#3]. Pembayaran 

yang dilakukan setiap bulan sangat penting. 

Selain itu, memberikan penghargaan khusus bagi 

aparat yang berprestasi atau berhasil menjalankan 

program desa dapat memotivasi mereka untuk 

bekerja lebih baik [Resp#4]. Menciptakan skema 

insentif yang jelas, seperti bonus untuk 

pencapaian tertentu, dapat meningkatkan 

motivasi kerja. Penting juga memastikan bahwa 

gaji yang diterima mencerminkan tanggung 

jawab dan beban kerja aparat desa [Resp#5]. 

Untuk meningkatkan motivasi kerja, 

kompensasi harus diberikan setiap bulan karena 

aparat desa memiliki pengeluaran rutin. 

Menyediakan pelatihan dan pengembangan 

keterampilan juga penting untuk meningkatkan 

kapasitas dan rasa percaya diri dalam 

menjalankan tugas [Resp#6]. Melibatkan aparat 

desa dalam pengambilan keputusan terkait 

kompensasi dapat meningkatkan rasa memiliki 

dan tanggung jawab. Mendapatkan umpan balik 

dari aparat desa tentang sistem kompensasi yang 

ada juga membantu pemerintah desa 

memperbaikinya agar lebih memotivasi. Program 

penghargaan atau pengakuan atas kinerja yang 

baik akan sangat berdampak positif [Resp#7]. 

 

Kompensasi dan Motivasi 
Saya berusaha bekerja dengan sebaik 

mungkin untuk kepentingan masyarakat, terlepas 

dari besaran kompensasi. Namun, jika ditanya 

apakah kompensasi saat ini memadai untuk 

memotivasi kerja lebih keras, saya harus jujur 

bahwa kompensasi ini masih perlu ditingkatkan. 

Tanggung jawab seorang Kepala Desa sangat 

besar, dan idealnya kompensasi harus sepadan. 

Kompensasi yang lebih memadai pasti akan 

menjadi motivasi tambahan, meskipun motivasi 

utama tetaplah tanggung jawab terhadap 

masyarakat [Resp#1]. Saat ini, kompensasi yang 

saya terima cukup memadai bagi saya yang masih 

lajang dan memiliki pengeluaran minim. Namun, 

ketepatan waktu pencairan sering menjadi 

masalah, dan besaran kompensasi tidak selalu 

mencerminkan beban kerja yang saya emban. Jika 

kompensasi lebih sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan dan dikelola dengan baik, saya yakin 

ini akan meningkatkan semangat dan 

produktivitas kerja [Resp#2]. 

Kompensasi yang saya terima saat ini 

belum sepenuhnya memadai. Keterlambatan 

pembayaran kadang membuat saya merasa 

kurang dihargai. Jika kompensasi lebih stabil dan 

sesuai dengan tanggung jawab, saya pasti akan 

lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras 

[Resp#3]. Kompensasi yang saya terima cukup 

baik, meskipun ada ruang untuk perbaikan. Gaji 

yang diberikan membuat saya merasa dihargai, 

tetapi evaluasi berkala akan membantu 

memastikan kompensasi tetap memadai [Resp#4]. 

Secara keseluruhan, kompensasi yang saya 

terima cukup memadai untuk memotivasi kerja. 

Namun, evaluasi dan penyesuaian berkala akan 

sangat membantu memastikan gaji sesuai dengan 

kinerja yang diharapkan, mendorong saya untuk 

memberikan usaha yang lebih baik [Resp#5]. Saya 

merasa kompensasi saat ini cukup memadai untuk 

memotivasi saya. Saya selalu berusaha 

memberikan yang terbaik dalam tugas saya 

[Resp#6]. Kompensasi yang diterima cukup 

memadai, tetapi ada ketidakpuasan di kalangan 

anggota BPD lainnya. Kami ingin kejelasan dan 

kepastian mengenai gaji dan tunjangan. Jika 

keterlambatan pembayaran dapat diatasi, 

kompensasi yang ada akan lebih memotivasi 

kami untuk berkontribusi lebih dalam tugas 

[Resp#7]. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, 

sistem kompensasi saat ini di Desa Dahana 

Tabaloho memengaruhi motivasi kerja aparat 

desa secara signifikan. Keterlambatan pencairan 

gaji dan jumlah kompensasi yang pas-pasan 

menurunkan semangat kerja, bahkan membuat 

beberapa aparat desa kurang hadir di kantor. 

Sebaliknya, jika gaji diberikan tepat waktu dan 

sesuai dengan beban kerja, motivasi dan 

produktivitas meningkat. Untuk memperbaiki 

sistem kompensasi dan meningkatkan motivasi, 

diperlukan langkah-langkah seperti memastikan 

ketepatan waktu pembayaran, memberikan 

penghargaan berbasis kinerja, serta melibatkan 

aparat desa dalam proses evaluasi dan 

perencanaan kompensasi. Beberapa aparat desa 

juga menyarankan adanya insentif tambahan dan 

penyesuaian berkala terhadap gaji agar 

mencerminkan tanggung jawab yang diemban. 

Meski banyak yang tetap termotivasi karena 

tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, 

kompensasi yang lebih baik dan teratur akan 

menjadi dorongan penting untuk kinerja yang 

lebih optimal. 
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Implikasi Sistem Kompensasi terhadap Tingkat 
Kepuasan Kerja Aparat Desa Dahana Tabaloho 
Kompensasi dan Kepuasan Kerja Aparat Desa 

Saya melihat bahwa sistem kompensasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat kepuasan kerja aparat desa. Banyak 

perangkat desa tidak puas karena jumlah 

kompensasi yang tidak memadai dan 

keterlambatan penerimaan. Jika kompensasi 

sesuai dengan harapan, baik dalam jumlah 

maupun ketepatan waktu, aparat desa akan 

merasa lebih dihargai, yang berdampak positif 

pada kepuasan kerja mereka [Resp#1]. Ada 

hubungan erat antara sistem kompensasi dan 

tingkat kepuasan kerja aparat desa. Ketika 

kompensasi diberikan tepat waktu, kepuasan 

kerja cenderung meningkat. Sebaliknya, 

keterlambatan pencairan dapat menurunkan 

tingkat kepuasan kerja [Resp#2].  

Sistem kompensasi sangat memengaruhi 

kepuasan kerja saya. Gaji yang dibayarkan tepat 

waktu membuat saya merasa dihargai dan lebih 

puas, tetapi keterlambatan pembayaran sering 

membuat saya merasa resah dan mengurangi 

kepuasan kerja. Saya berharap sistem kompensasi 

lebih konsisten [Resp#3]. Sistem kompensasi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja saya, 

meskipun masih ada kekurangan. Gaji yang 

dibayarkan tepat waktu meningkatkan motivasi 

dan rasa puas, tetapi keterlambatan berdampak 

negatif pada kepuasan kerja. Sistem kompensasi 

idealnya harus memberikan rasa aman dan 

menghargai usaha kami [Resp#4]. Sistem 

kompensasi saat ini berdampak signifikan pada 

kepuasan kerja saya. Gaji yang sesuai dan tepat 

waktu membuat saya lebih puas dan bersemangat 

menjalankan tugas, tetapi keterlambatan 

pembayaran mengurangi rasa puas karena merasa 

kurang dihargai [Resp#5]. 

Sistem kompensasi sangat memengaruhi 

kepuasan kerja saya. Jika kompensasi diterima 

tepat waktu, kepuasan terhadap pekerjaan 

meningkat [Resp#6]. Sistem kompensasi memiliki 

dampak kompleks terhadap kepuasan kerja. Di 

satu sisi, kompensasi yang tepat waktu 

meningkatkan kepuasan, tetapi ketidakpastian 

pembayaran menciptakan ketidakpuasan di 

kalangan anggota BPD. Kami berharap sistem 

kompensasi lebih transparan dan konsisten untuk 

meningkatkan kepuasan secara keseluruhan 

[Resp#7]. 

 

Apakah Sistem Kompensasi yang Ada Saat Ini 
Membuat Puas dalam Menjalankan Tugas? 

Sistem kompensasi yang ada masih belum 

sepenuhnya membuat saya dan aparat desa 

lainnya merasa puas dalam menjalankan tugas. 

Keterlambatan dalam pencairan gaji dan insentif 

sering terjadi, yang memengaruhi kenyamanan 

dan stabilitas finansial. Selain itu, besaran 

kompensasi masih bisa ditingkatkan agar lebih 

sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja 

yang dihadapi. Meskipun kami berusaha 

melaksanakan tugas dengan baik, sistem 

kompensasi yang lebih adil akan sangat 

membantu meningkatkan kepuasan dan motivasi 

kerja [Resp#1]. Saya merasa bahwa sistem 

kompensasi saat ini belum sepenuhnya 

memuaskan. Keterlambatan dalam pencairan gaji 

adalah kendala utama yang memengaruhi 

stabilitas keuangan dan kesejahteraan kami 

[Resp#2]. 

Saya tidak sepenuhnya puas dengan 

kompensasi yang diterima. Gaji yang saya terima 

cukup baik, tetapi keterlambatan pembayaran 

sering membuat saya merasa tidak dihargai. Jika 

pembayaran gaji lebih tepat waktu, kepuasan saya 

pasti akan meningkat [Resp#3]. Saya merasa 

cukup puas dengan kompensasi yang saya terima, 

tetapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki. 

Meskipun gaji saya relatif sesuai dengan beban 

kerja, keterlambatan pembayaran sering 

mengganggu keuangan saya. Jika ini diatasi, 

kepuasan saya akan meningkat [Resp#4]. Secara 

keseluruhan, saya merasa puas dengan 

kompensasi yang diterima. Gaji saya mencukupi 

kebutuhan sehari-hari, tetapi dampak negatif dari 

keterlambatan pembayaran kadang membuat saya 

merasa kurang dihargai [Resp#5]. 

Saya merasa kurang puas dengan 

kompensasi yang diterima. Meskipun jumlah gaji 

tidak terlalu buruk, keterlambatan pembayaran 

membuat saya merasa tidak nyaman. Saya 

berharap ada peningkatan dalam sistem 

pembayaran agar lebih memuaskan [Resp#6]. 

Saya cukup puas dengan kompensasi yang 

diterima, tetapi ada beberapa kekhawatiran. 

Keterlambatan pembayaran sering membuat kami 

merasa tidak dihargai, meskipun gaji dan 

tunjangan sudah sesuai. Jika pembayaran lebih 

teratur, kepuasan kami akan meningkat [Resp#7]. 
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Hal yang Perlu Ditingkatkan dalam Sistem 
Kompensasi untuk Meningkatkan Kepuasan 
Kerja Aparat Desa 

Ketepatan waktu dalam pencairan gaji dan 

tunjangan sangat penting, karena keterlambatan 

sering memengaruhi kesejahteraan dan motivasi 

aparat desa. Evaluasi berkala terhadap besaran 

kompensasi juga diperlukan agar sesuai dengan 

beban kerja dan tanggung jawab. Selain itu, 

sistem penghargaan berbasis kinerja akan 

memotivasi aparat desa untuk bekerja lebih giat. 

Dengan perbaikan dalam ketiga aspek ini, saya 

yakin kepuasan kerja akan meningkat [Resp#1]. 

Ketepatan waktu pencairan gaji adalah faktor 

utama yang perlu ditingkatkan. Keterlambatan 

berdampak langsung pada kesejahteraan dan 

motivasi kerja. Memberikan insentif tambahan 

atau bonus untuk kinerja yang baik juga dapat 

memacu produktivitas, karena aparat desa akan 

merasa dihargai atas usaha mereka [Resp#2]. 

Saya berharap sistem kompensasi dapat 

ditingkatkan dengan pembayaran gaji yang tepat 

waktu. Dengan begitu, saya merasa lebih dihargai 

atas kontribusi yang saya berikan [Resp#3]. 

Peninjauan rutin terhadap sistem kompensasi dan 

insentif untuk pencapaian tertentu akan sangat 

memotivasi kami untuk bekerja lebih keras dan 

meningkatkan kepuasan kerja [Resp#4]. Saya 

berharap sistem kompensasi lebih adil dan 

keterlambatan pembayaran gaji diatasi, sehingga 

kami bisa fokus pada pekerjaan tanpa khawatir 

tentang keuangan pribadi. Penghargaan atau 

bonus untuk kerja keras juga akan membantu 

meningkatkan kepuasan kerja [Resp#5]. 

Sistem kompensasi sebaiknya memberikan 

jaminan pembayaran yang tepat waktu. Selain itu, 

program pelatihan dan pengembangan 

keterampilan sangat penting, karena investasi 

dalam diri kami akan meningkatkan kepuasan dan 

komitmen kerja [Resp#6]. Saya berharap ada lebih 

banyak transparansi dan komunikasi dalam 

sistem kompensasi. Kami juga memerlukan 

sistem insentif yang mendorong kami untuk 

berkontribusi lebih baik. Jika semua itu bisa 

diwujudkan, kepuasan kerja kami pasti akan 

meningkat [Resp#7]. 

 

Rencana untuk Meninjau Sistem Kompensasi 
dan Alasan di Balik Rencana Tersebut 

Evaluasi dan perubahan dalam sistem 

kompensasi diperlukan agar lebih sejalan dengan 

tanggung jawab dan beban kerja aparat desa, serta 

untuk memastikan mereka merasa dihargai atas 

kontribusinya. Meskipun perubahan langsung 

dalam sistem kompensasi bukan wewenang kami 

karena aturan ditetapkan dari atas, ada hal yang 

bisa diperbaiki di tingkat desa, khususnya dalam 

pengelolaan administrasi. Penting untuk lebih 

memperhatikan kesejahteraan aparat desa 

[Resp#1]. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, 

sistem kompensasi saat ini memiliki dampak 

yang signifikan terhadap tingkat kepuasan kerja 

aparat Desa Dahana Tabaloho. Keterlambatan 

dalam pencairan gaji dan insentif serta jumlah 

kompensasi yang belum sepenuhnya memadai 

menyebabkan banyak aparat desa merasa tidak 

puas. Ketepatan waktu dan peningkatan jumlah 

kompensasi yang disesuaikan dengan tanggung 

jawab diharapkan dapat meningkatkan rasa 

dihargai dan kepuasan kerja mereka. Hubungan 

antara kompensasi yang diterima dan kepuasan 

kerja sangat erat; pembayaran yang tepat waktu 

meningkatkan semangat dan motivasi, sedangkan 

keterlambatan mengurangi kepuasan. Untuk 

meningkatkan kepuasan kerja, perlu ada langkah-

langkah seperti memastikan pembayaran gaji 

tepat waktu, memberikan penghargaan berbasis 

kinerja, melakukan evaluasi berkala terhadap 

besaran kompensasi, serta memperbaiki 

transparansi dalam sistem pembayaran. Perbaikan 

dalam sistem kompensasi akan sangat membantu 

menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil 

dan memotivasi aparat desa untuk bekerja lebih 

baik. 

 

Pembahasan 
Pentingnya Efisiensi Administrasi dalam Sistem 
Kompensasi 

Temuan penelitian ini mengungkapkan 

bahwa sistem kompensasi bagi aparat Desa 

Dahana Tabaloho memiliki sejumlah 

permasalahan yang memerlukan perhatian serius. 

Salah satu isu utama yang teridentifikasi adalah 

ketidaktepatan waktu dalam pencairan gaji, yang 

disebabkan oleh sistem administrasi yang masih 

kurang efisien. Keterlambatan ini menimbulkan 

keresahan di antara aparat desa, meskipun 

besaran gaji yang diterima telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku. Ketidakpuasan 

ini semakin diperparah oleh beban tanggung 

jawab yang besar, yang dianggap tidak seimbang 

dengan proses administratif yang rumit dan 

berbelit. 

Kondisi ini sejalan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yang menyoroti 
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pentingnya efisiensi dalam sistem administrasi 

keuangan untuk menjamin kepuasan karyawan 

dan kelancaran operasional organisasi. Misalnya, 

studi oleh Torrington et al. (2021) menyebutkan 

bahwa sistem kompensasi yang baik harus tidak 

hanya adil secara finansial tetapi juga didukung 

oleh proses administrasi yang efisien. 

Keterlambatan dalam pencairan gaji dapat 

menurunkan motivasi kerja dan menimbulkan 

stres, seperti yang diungkapkan dalam literatur 

tentang perilaku organisasi. 

Selain itu, penelitian oleh Armstrong 

(2010) menyoroti bahwa keadilan dalam 

kompensasi tidak hanya terkait dengan jumlah 

gaji, tetapi juga dengan bagaimana gaji tersebut 

diproses dan disalurkan. Administrasi yang tidak 

efisien berkontribusi pada ketidakpuasan kerja 

dan dapat merusak produktivitas karyawan. 

Dalam konteks aparat desa, tanggung jawab yang 

besar tanpa dukungan administrasi yang efisien 

menghambat kinerja dan dapat berdampak negatif 

pada pelayanan masyarakat. 

Efisiensi dalam pengelolaan administrasi 

menjadi aspek penting dalam sistem kompensasi 

yang berhasil. Menurut Mathis et al. (2016) dan 

Valentine et al. (2019), proses administrasi yang 

buruk dapat memperpanjang waktu pencairan 

dana dan menyebabkan ketidakpuasan di 

kalangan karyawan. Mereka menekankan 

pentingnya pelatihan manajemen administrasi 

dan penggunaan teknologi untuk 

menyederhanakan proses pengurusan dokumen. 

Dalam konteks pemerintahan desa, studi 

oleh Nawawi (2016) juga menggarisbawahi 

bahwa kompleksitas administratif sering menjadi 

penghambat dalam pencairan anggaran, termasuk 

kompensasi bagi perangkat desa. Salah satu 

rekomendasi dari studi ini adalah pentingnya 

penyederhanaan prosedur dan pemberian 

pelatihan manajemen keuangan kepada staf yang 

bertugas, agar mereka lebih mampu mengelola 

persyaratan administratif yang diperlukan. 

Saran untuk memperbaiki sistem 

kompensasi di Desa Dahana Tabaloho termasuk 

mempercepat pencairan gaji melalui perbaikan 

proses administrasi, yang dapat diwujudkan 

dengan reformasi dokumentasi dan pelatihan. 

Selain itu, penggunaan teknologi dalam 

manajemen keuangan desa dapat mempercepat 

proses dan mengurangi beban kerja manual, 

sebagaimana direkomendasikan oleh literatur 

tentang manajemen publik. Dengan demikian, 

fokus perbaikan harus tidak hanya pada besaran 

kompensasi tetapi juga pada peningkatan efisiensi 

administrasi dan manajemen, untuk menghindari 

keterlambatan pembayaran yang mengganggu 

kinerja dan semangat kerja aparat desa. 

 

Pengelolaan Kompensasi Aparat Desa 
Penelitian ini mengangkat beberapa isu 

krusial terkait pengelolaan kompensasi oleh 

aparat Desa Dahana Tabaloho, terutama yang 

berkaitan dengan tantangan administratif, 

keterlambatan pencairan gaji, dan masalah 

transparansi. Temuan mengenai proses 

penyusunan kebijakan kompensasi yang 

mengikuti aturan pemerintah kota dan 

memerlukan koordinasi intensif dengan berbagai 

pihak menggambarkan pentingnya hubungan 

antara tingkat pemerintahan yang lebih tinggi 

(kota) dan bawahannya (desa). Hal ini dapat 

dipahami dalam konteks teori desentralisasi dan 

hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Menurut Fritz Scharpf (dalam Behnke & Kropp, 

2021) dalam teori desentralisasi, keberhasilan 

kebijakan lokal sering bergantung pada kapasitas 

administratif lokal untuk beradaptasi dengan 

kebijakan yang diturunkan dari pemerintah pusat, 

termasuk dalam hal kompensasi. Tanpa 

koordinasi yang baik, implementasi kebijakan 

sering kali terhambat. 

Keterlambatan pencairan gaji yang 

disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen dan 

hambatan administrasi adalah tantangan yang 

sering dihadapi dalam sistem birokrasi. Max 

Weber dalam teori birokrasi-nya menekankan 

bahwa birokrasi yang ideal harus memiliki 

prosedur yang jelas dan efisien, namun dalam 

praktiknya, prosedur yang panjang dan ketat 

sering kali justru menambah hambatan (Max 

Weber dalam Bulle, 2023). Penelitian oleh 

Coleman (2000) juga mengemukakan bahwa 

birokrasi yang tidak efisien dapat menyebabkan 

penurunan kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi pemerintahan. Ketidaklengkapan 

dokumen dan birokrasi yang rumit sering kali 

memperburuk masalah keterlambatan dan 

menciptakan ketidakpastian, yang pada 

gilirannya mengurangi efektivitas kebijakan 

kompensasi. 

Isu transparansi yang rendah, di mana 

aparat desa merasa bingung tentang status dan 

jadwal pencairan gaji, berkaitan dengan teori 

keadilan prosedural yang diperkenalkan oleh 

Thibaut & Walker (dalam Dai & Xie, 2016). 

Mereka berargumen bahwa keadilan dalam suatu 



Yentiani Zebua, Delipiter Lase, Eliagus Telaumbanua, Sukaaro Waruwu DOI: 10.62138/management.v1i4.xx 

 

Management Perspective 2024, 1(4): 215-231  227 

organisasi atau sistem tidak hanya bergantung 

pada hasil akhir (seperti jumlah kompensasi yang 

diterima), tetapi juga pada bagaimana proses 

pengambilan keputusan dan distribusi dilakukan. 

Kurangnya informasi yang jelas dan transparansi 

dalam proses administrasi dapat mengurangi rasa 

keadilan, yang pada gilirannya berdampak negatif 

pada motivasi dan kinerja aparat desa. 

Untuk mengatasi masalah keterlambatan, 

penelitian ini mencatat bahwa solusi seperti 

pelatihan administrasi, komunikasi langsung, dan 

penyederhanaan proses administrasi telah 

diterapkan. Ini menunjukkan penerapan prinsip 

manajemen berbasis hasil (result-based 

management) yang menekankan pada efisiensi 

dan pengelolaan yang lebih responsif terhadap 

kebutuhan praktis. Penelitian oleh Barrett (2019) 

menunjukkan bahwa pelatihan dan peningkatan 

kapasitas administrasi dapat membantu 

meningkatkan kinerja aparat pemerintahan lokal. 

Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk 

menyederhanakan prosedur administratif dapat 

mempercepat proses pencairan dan meningkatkan 

transparansi, seperti yang dijelaskan dalam e-

government theory yang menekankan pada 

pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki 

pelayanan publik. 

Dalam kehidupan sehari-hari, aparat desa 

yang mengalami keterlambatan pembayaran 

kompensasi terpaksa mengelola keuangan dengan 

lebih ketat. Hal ini menggambarkan prinsip 

manajemen keuangan pribadi yang berkaitan 

dengan pengelolaan sumber daya yang terbatas 

untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penelitian oleh 

Kernan et al. (2005) mengenai pengelolaan 

keuangan di masyarakat menunjukkan bahwa 

individu yang terlibat dalam sistem kompensasi 

yang tidak pasti sering kali mengembangkan 

kemampuan perencanaan keuangan yang lebih 

baik dan lebih berhati-hati dalam pengelolaan 

pengeluaran sehari-hari. 

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini 

mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan 

kompensasi di tingkat desa, yang melibatkan 

berbagai tantangan administratif, keterlambatan 

pembayaran, dan transparansi yang kurang. 

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan upaya 

sistematis yang mencakup peningkatan kapasitas 

administratif, penyederhanaan prosedur, dan 

penggunaan teknologi informasi, serta 

pemahaman yang lebih baik tentang keadilan 

prosedural dan pengelolaan keuangan. 

 

Pengaruh Sistem Kompensasi Terhadap Motivasi 
Kerja Aparat Desa Dahana Tabaloho 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa 

sistem kompensasi yang diterapkan di Desa 

Dahana Tabaloho memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap motivasi kerja aparat desa. 

Hasil temuan ini selaras dengan teori motivasi 

yang menyatakan bahwa kompensasi merupakan 

faktor eksternal yang dapat memengaruhi 

motivasi karyawan. Menurut Herzberg (dalam 

Jambak et al., 2023) dalam teori dua faktor 

(hygiene dan motivator), kompensasi merupakan 

salah satu faktor hygiene yang, meskipun tidak 

secara langsung meningkatkan motivasi, dapat 

menyebabkan ketidakpuasan jika tidak terpenuhi 

dengan baik. Ketika kompensasi memadai dan 

diberikan tepat waktu, kepuasan kerja meningkat, 

yang pada gilirannya berkontribusi pada 

produktivitas yang lebih tinggi. 

Temuan bahwa keterlambatan pencairan 

gaji menurunkan semangat kerja mendukung 

argumen dari Robbins & Judge (2023) yang 

menyebutkan bahwa ketepatan waktu 

pembayaran gaji adalah bagian dari manajemen 

kompensasi yang memengaruhi persepsi 

karyawan terhadap organisasi. Ketika gaji 

dibayarkan tepat waktu, karyawan merasa 

dihargai, yang kemudian dapat memotivasi 

mereka untuk bekerja lebih baik. Sebaliknya, 

keterlambatan pembayaran dapat menciptakan 

ketidakpastian finansial yang menimbulkan stres, 

mengurangi motivasi, dan bahkan menyebabkan 

ketidakhadiran atau ketidakdisiplinan di tempat 

kerja. 

Penelitian oleh Milkovich et al. (2014) 

dalam Compensation juga menegaskan 

pentingnya sistem kompensasi yang adil dan tepat 

waktu. Mereka menyoroti bahwa kompensasi 

tidak hanya tentang jumlah, tetapi juga tentang 

keadilan prosedural dalam proses pemberian gaji. 

Hal ini relevan dengan situasi di Desa Dahana 

Tabaloho, di mana aparat desa mengharapkan 

ketepatan dan keadilan dalam pencairan gaji 

mereka. 

Untuk meningkatkan motivasi kerja, 

langkah-langkah seperti memastikan ketepatan 

pembayaran dan memberikan penghargaan 

berbasis kinerja sangat penting. Pemberian 

penghargaan yang disesuaikan dengan beban 

kerja memiliki landasan pada teori penguatan 

(Skinner, 2012), yang menyatakan bahwa 

perilaku yang diperkuat secara positif lebih 

mungkin diulang. Jika aparat desa mendapatkan 
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insentif tambahan yang sesuai dengan tanggung 

jawab mereka, perilaku produktif dapat lebih 

mudah dipertahankan. 

Lebih jauh lagi, melibatkan aparat desa 

dalam proses evaluasi dan perencanaan 

kompensasi sejalan dengan teori partisipasi 

karyawan yang dikemukakan oleh Locke et al. 

(1986). Mereka menjelaskan bahwa ketika 

karyawan dilibatkan dalam proses pengambilan 

keputusan, perasaan memiliki dan tanggung 

jawab meningkat, yang pada gilirannya 

berdampak positif pada motivasi dan kinerja. 

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa 

saran perbaikan dapat diterapkan untuk 

meningkatkan motivasi kerja aparat desa. 

Pertama, ketepatan waktu pembayaran gaji sangat 

penting karena dapat mengurangi ketidakpastian 

dan meningkatkan semangat kerja. Organisasi 

yang mampu mempertahankan ketepatan waktu 

dalam sistem pembayaran cenderung 

menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil 

dan produktif. Kedua, penerapan penghargaan 

berbasis kinerja bisa menjadi insentif yang efektif 

untuk mendorong karyawan bekerja lebih baik. 

Penghargaan ini dapat berupa bonus atau insentif 

finansial, serta pengakuan formal non-finansial 

yang memberikan apresiasi atas kinerja yang 

baik. Ketiga, penyesuaian berkala terhadap gaji, 

baik untuk menyesuaikan dengan inflasi maupun 

untuk mencerminkan peningkatan tanggung 

jawab kerja, sangat penting. Langkah ini akan 

memastikan aparat desa merasa diperlakukan 

adil, menjaga kesejahteraan mereka, dan 

membantu mempertahankan motivasi kerja. 

Meskipun banyak aparat desa tetap 

termotivasi karena tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat, kompensasi yang lebih baik 

akan memberikan dorongan tambahan yang 

sangat berarti. Ini mendukung konsep dari teori 

self-determination (Deci & Ryan, 2013), yang 

menyoroti pentingnya motivasi intrinsik. 

Meskipun motivasi intrinsik kuat, kehadiran 

motivasi ekstrinsik yang memadai, seperti 

kompensasi yang layak, dapat memperkuat 

dedikasi mereka dalam menjalankan tugas. 

Secara keseluruhan, temuan ini 

memperkuat argumen bahwa sistem kompensasi 

yang adil dan terstruktur dapat memainkan peran 

penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja 

karyawan, khususnya dalam sektor publik. 

Mengimplementasikan perbaikan yang 

direkomendasikan akan membantu Desa Dahana 

Tabaloho dalam menciptakan lingkungan kerja 

yang lebih positif dan produktif. 

 

Dampak Sistem Kompensasi Terhadap Kepuasan 
Kerja Aparat Desa Dahana Tabaloho 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem 

kompensasi saat ini berdampak signifikan 

terhadap tingkat kepuasan kerja aparat Desa 

Dahana Tabaloho. Temuan menunjukkan bahwa 

keterlambatan dalam pencairan gaji dan insentif, 

serta jumlah kompensasi yang belum sepenuhnya 

memadai, telah menyebabkan ketidakpuasan di 

antara aparat desa. Kondisi ini sejalan dengan 

teori-teori motivasi kerja yang menyatakan 

bahwa penghargaan finansial dan kepastian 

dalam penerimaan gaji berperan penting dalam 

membangun kepuasan dan motivasi karyawan. 

Menurut Herzberg dalam teori motivasi dua 

faktor, faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan 

kerja terdiri dari faktor pemeliharaan (hygiene) 

dan faktor motivator. Dalam konteks ini, 

ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dapat 

dikategorikan sebagai faktor hygiene, yang 

meskipun tidak langsung meningkatkan motivasi 

kerja, sangat penting dalam mencegah 

ketidakpuasan. Keterlambatan pembayaran gaji 

dan ketidakpastian terkait kompensasi justru 

menjadi pemicu ketidakpuasan, sebagaimana 

ditekankan dalam literatur. 

Milkovich et al. (2014) menyatakan bahwa 

sistem kompensasi yang efektif tidak hanya 

mencakup jumlah yang memadai tetapi juga 

keandalan dan kecepatan dalam pembayaran. 

Ketika aparat desa merasa bahwa gaji mereka 

tidak dibayarkan tepat waktu, mereka akan 

kehilangan rasa aman dalam pekerjaan, yang 

mengurangi semangat dan motivasi kerja. 

Penelitian ini menegaskan pentingnya 

kompensasi sebagai elemen mendasar yang 

mempengaruhi produktivitas dan stabilitas kerja. 

Selanjutnya, konsep keadilan dalam 

kompensasi sebagaimana dibahas oleh Adams 

(2005) dalam teori keadilan (equity theory) juga 

relevan. Menurut teori ini, karyawan 

membandingkan imbalan yang mereka terima 

dengan tanggung jawab dan upaya yang mereka 

lakukan. Ketika aparat desa merasa bahwa 

besaran kompensasi tidak sesuai dengan beban 

kerja atau tanggung jawab mereka, muncul rasa 

ketidakadilan, yang pada gilirannya menurunkan 

tingkat kepuasan kerja. Oleh karena itu, penting 

untuk menyesuaikan kompensasi dengan tingkat 
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tanggung jawab serta memastikan bahwa sistem 

pembayaran transparan dan adil. 

Untuk meningkatkan kepuasan kerja, 

beberapa langkah yang diusulkan adalah 

memastikan pembayaran gaji tepat waktu, yang 

dapat meningkatkan rasa aman dan motivasi 

aparat desa. Selain itu, memberikan penghargaan 

berbasis kinerja dapat memotivasi mereka untuk 

bekerja lebih baik dan memperbaiki kinerja 

secara keseluruhan. Evaluasi berkala terhadap 

besaran kompensasi juga penting untuk 

menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi dan 

tanggung jawab pekerjaan yang terus 

berkembang. 

Selain itu, transparansi dalam sistem 

pembayaran sangat diperlukan untuk 

menciptakan rasa kepercayaan di kalangan aparat 

desa. Dengan sistem yang transparan, aparat desa 

akan merasa lebih dihargai dan memiliki 

pemahaman yang jelas tentang proses dan aturan 

terkait pembayaran. Studi oleh Locke & Latham 

(2002) tentang teori tujuan (goal-setting theory) 

mendukung gagasan bahwa kejelasan dan 

keadilan dalam sistem organisasi memengaruhi 

tingkat motivasi dan kepuasan kerja. 

Perbaikan dalam sistem kompensasi, yang 

mencakup ketepatan waktu pembayaran, 

peningkatan besaran kompensasi yang sesuai, dan 

transparansi dalam proses, dapat menciptakan 

lingkungan kerja yang lebih stabil dan 

memotivasi aparat desa untuk bekerja dengan 

lebih baik. Peningkatan ini diharapkan dapat 

meminimalkan keresahan dan meningkatkan 

kepuasan kerja, sehingga mendukung pelayanan 

yang lebih optimal bagi masyarakat desa. 

 

Kesimpulan 
Aparat desa Dahana Tabaloho memiliki 

persepsi yang cenderung positif terhadap sistem 

kompensasi yang diterapkan, meskipun mereka 

menyadari adanya beberapa tantangan dalam 

implementasinya. Mereka mengakui bahwa 

kebijakan kompensasi mengikuti aturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah kota, namun proses 

koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak 

sering kali menjadi hambatan dalam kelancaran 

pencairan dana. 

Aparat desa mengalami kesulitan dalam 

pengelolaan kompensasi yang sering kali 

terlambat diterima. Keterlambatan ini sering kali 

disebabkan oleh masalah administratif, seperti 

ketidaklengkapan dokumen atau hambatan dalam 

birokrasi yang panjang. Meski begitu, aparat desa 

berusaha untuk mengelola kompensasi dengan 

perencanaan keuangan yang ketat dan 

penghematan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. 

Sistem kompensasi yang diterima oleh 

aparat desa memiliki dampak yang signifikan 

terhadap motivasi kerja mereka. Meskipun 

keterlambatan pencairan menjadi masalah, aparat 

desa cenderung tetap berkomitmen dalam 

menjalankan tugasnya. Namun, kurangnya 

kepastian dalam hal waktu pencairan dan 

transparansi dalam proses administrasi dapat 

menurunkan motivasi kerja mereka. Oleh karena 

itu, penerapan sistem kompensasi yang lebih adil, 

jelas, dan tepat waktu sangat diperlukan untuk 

meningkatkan motivasi. 

Implikasi sistem kompensasi terhadap 

tingkat kepuasan kerja aparat desa terlihat dari 

adanya ketidakpuasan yang muncul akibat 

ketidakpastian pencairan dan kurangnya 

informasi mengenai status pembayaran. 

Meskipun begitu, kepuasan kerja tetap dapat 

terjaga melalui upaya-upaya yang dilakukan 

aparat desa dalam mengatasi masalah 

administratif, seperti melakukan komunikasi 

langsung dengan pihak terkait dan mengikuti 

pelatihan administrasi untuk mempercepat proses 

pencairan. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 

meskipun sistem kompensasi yang diterapkan 

sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ada 

beberapa aspek penting yang perlu diperbaiki, 

terutama dalam hal kecepatan pencairan dan 

transparansi proses administrasi. Untuk itu, 

diperlukan upaya lebih lanjut untuk 

meningkatkan efektivitas sistem kompensasi 

melalui penyederhanaan prosedur administratif, 

pelatihan bagi aparat desa, serta pemanfaatan 

teknologi informasi untuk mempercepat proses 

dan meningkatkan transparansi. Upaya-upaya ini 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan 

kepuasan kerja aparat desa Dahana Tabaloho. 

 

Implikasi Temuan Penelitian 
1. Percepatan Administrasi 

o Membuat sistem administrasi berbasis 

digital untuk pengajuan dan pemantauan 

dokumen pencairan gaji. 

o Menyederhanakan prosedur administrasi 

dengan mengurangi dokumen yang 

diperlukan. 

2. Pelatihan Manajemen Administrasi 
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Memberikan pelatihan rutin kepada aparat 

desa mengenai pengelolaan dokumen dan 

proses anggaran. 

3. Transparansi Sistem Kompensasi 

o Mengembangkan sistem pelaporan online 

sehingga aparat dapat memantau status 

pencairan secara real-time. 

o Membuat jadwal pencairan gaji yang jelas 

dan konsisten. 

4. Insentif Berbasis Kinerja 

Memberikan bonus untuk pencapaian tertentu 

sebagai bentuk apresiasi tambahan. 

 

Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini juga memiliki keterbatasan. 

Pertama, jumlah informan yang terbatas (7 orang) 

dan pemilihan informan yang bersifat purposive 

dapat membatasi generalisasi temuan. Kedua, 

penelitian ini hanya dilakukan di Desa Dahana 

Tabaloho, sehingga hasilnya mungkin tidak 

sepenuhnya berlaku untuk desa-desa lain dengan 

kondisi yang berbeda. Ketiga, pendekatan 

kualitatif yang digunakan lebih fokus pada 

pengalaman subjektif aparat desa dan tidak 

disandingkan dengan data kuantitatif, yang dapat 

memperluas pemahaman mengenai masalah yang 

diteliti. Keterbatasan lainnya adalah kurangnya 

pembahasan mengenai faktor-faktor sosial dan 

interpersonal yang juga dapat mempengaruhi 

motivasi dan kepuasan kerja aparat desa. 

Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas 

cakupan dan menggali faktor-faktor tersebut lebih 

dalam. 
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